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Kondisi Birokrasi Indonesia 
 

Mencermati tahun 1997 awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia hingga 
sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki dasar yang 
kuat untuk dapat tegar menghadapi perubahan-perubahan global. Berbagai tekanan yang 
datang dari dalam dan luar negeri selalu menghasilkan perubahan ke arah yang lebih 
buruk dalam kinerja ekonomi, struktur sosial masyarakat, dan struktur politik bangsa. 
Pemerintah selalu mengalami kesulitan dalam upayanya mengentaskan bangsa ini 
bangkit dari keterpurukan ekonomi, sosial, dan politik. Krisis demi krisis akhirnya 
menghancurkan modal sosial bangsa. Pada sisi lain terdapat penurunan kemampuan 
kinerja birokrasi, yang dalam konteks negara berkembang, akan sangat berpengaruh 
terhadap kinerja bangsa secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di beberapa daerah menghasilkan pemahaman 
yang tidak tepat. Pemahaman yang keliru ini meningkatkan ketidakpastian ekonomi, 
sosial, dan politik, sementara biaya penyelenggaraan Pemerintah juga meningkat. 

Apa yang perlu dilakukan oleh birokrasi Indonesia dalam suasana yang tidak 
menentu? Birokrasi dalam pengertian di sini adalah organisasi besar dengan staf yang 
bekerja penuh waktu yang memiliki sistem penilaian standar, dan hasil kerjanya tidak 
dinilai secara langsung di pasar eksternal. Perubaban dari Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tidak menghasilkan output 
yang menguntungkan masyarakat luas. Bahkan terkesan, masyarakat semakin sulit 
memperoleh hak pelayanan publik. Dunia usahapun konon semakin terperosok. 

Agar Indonesia tidak semakin jatuh maka birokrasi Indonesia perlu melakukan 
reformasi secara menyeluruh. Reformasi itu sesungguhnya harus dilihat dalam kerangka 
teoritik dan empirik yang luas, mencakup didalamnya penguatan masyarakat sipil (civil 
society), supremasi hukum, strategi pembangunan ekonomi dan pembangunan politik 
yang sating terkait dan mempengaruhi. Dengan demikian, reformasi birokrasi juga 
merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya konsolidasi demokrasi kita saat ini. 

Namun, kita harus akui bahwa peralihan dari sistem otoritarian ke sistem 
demokratik dewasa ini merupakan periode yang amat sulit bagi proses reformasi 
birokrasi. Apalagi, kalau dikaitkan dengan kualitas birokrasi pemerintahan maupun 
realisasi otonomi daerah, serta maraknya penyalahgunaan wewenang pada birokrasi 
pemerintahan yangdiperkirakan semakin sistemik dan bahkan merata ke daerah-daerah. 
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Belajar Dari Negeri Lain 
 

Globalisasi tak hanya menuntut peningkatan peran sektor swasta, tetapi juga 
menuntut sektor publik untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka melayani kebutuhan 
pasar global. Hal ini telah berlangsung di Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di 
Singapura, misalnya, munculnya pasar global ditanggapi perrnerintah dengan 
meningkatkan kompetensi civil service agar mereka mampu menjawab tantangan zaman 
dan lebih kompetitif di dunia internasional. 

Birokrasi di Malaysia lebih diorientasikan ke bisnis untuk menggantikan peran aktif 
birokrasi dalam pembangunan dan meredefinisi perannya sebagai fasilitator dalam 
aktivitas sektor swasta. 

Dalam kasus di Thailand, munculnya peran birokrasi publik adalah untuk 
memfasilitasi kebijakan pro-pasar seperti privatisasi dan berbagai aktivitas yang berkaitan 
dengan sektor swasta seperti business licensing, perdagangan internasional, dan 
pengawasan fiskal. Perubahan birokrasi di Thailand belakangan ini juga lebih 
menempatkan dirinya sebagai katalisator untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang civil 
service-nya berperan sebagai pendukung dan bukannya pemimpin. 

Hal yang sama juga dilakukan Filipina. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa 
perubahan birokrasi itu menekankan perlunya keterbukaan struktural untuk 
memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan perubahan inovasi. 

Meski demikian, tidak semua negara berhasil melakukan perubahan birokrasi. 
Singapura dan Malaysia tergolong cukup efektif mewujudkan beberapa reformasi 
administrasi, antara lain karena stabilitas politik dan kerja sama yang baik antara birokrasi 
dan pemimpin politik. 

Sementara itu, Indonesia, Thailand, dan Filipina kurang efektif dalam mewujudkan 
perubahan administrasi karena dominannya aparat birokrasi dan adanya konflik atau 
kolusi antara birokrasi dan elite politik. 

Berkenaan dengan orientasi baru birokrasi yang lebih melihat ke pasar, kelak 
diharapkan keputusan didasarkan pada analisis Iogis dan melihat secara jeli implikasi dari 
kebijakan pro-pasar untuk legitimasi birokrasi publik, moralitas, dan motivasi pegawai 
negeri, serta mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya bagi penduduk. Untuk itu, 
pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perbedaan mendasar antara sektor publik 
dan sektor swasta dalam hal tujuan, struktur, norma-norma, meneliti secara kritis 
pelaksanaan ekonomi, sosial, dan keuntungan serta kerugian administrasi dalam transisi 
birokrasi, mengidentifikasi siapa saja yang diuntungkan dan siapa yang tidak diuntungkan 
dari perubahan birokrasi. 
 
Posisi dan Peran Birokrasi 
 

Pola birokrasi yang cenderung sentralisitik, dan kurang peka terhadap 
perkembangan ekonomi, sosial dan politjk masyarakat harus ditinggalkan, dan diarahkan 
seiring dengan tuntutan masyarakat. Harus diciptakan Birokrasi yang terbuka, profesional 
dan akuntabel. 



Birokrasi yang dapat memicu pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan 
pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Birokrasi demikian dapat terwujud 
apabila terbentuk suatu sistem di mana terjadi mekanisme Birokrasi yang efisien dan 
efektif dengan menjaga sinergi yang konstiruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan 
masyarakat. 

Saat ini posisi, wewenang dan peranan Birokrasi masih sangat kuat, baik dalam 
mobilisasi sumber daya pembangunan, perencanaan, maupun pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan yang masih terkesan sentralistik. 

Di samping itu, kepekaan Birokrasi untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan 
masyarakat mengenai perkembangan ekonomi, sosial dan politik sangat kurang sehingga 
kedudukan birokrasi yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat cenderung bersifat 
vertical top down daripada horizontal partisipative. 

Birokrasi masih belum efisien, yang antara lain ditandai dengan adanya tumpang 
tindih kegiatan antar instansi dan masih banyak fungsi-fungsi yang sudah seharusnya 
dapat diserahkan kepada masyarakat masih ditangani pemerintah. 

Dengan makin besarnya peran yang dijalankan oleh masyarakat, maka seharusnya 
peran Birokrasi lebih cenderung sebagai agen pembaharuan, pelayanan dan  
pemberdayaan masyarakat. 

Oleh karena itu, fungsi pengaturan dan pengendalian yang dilakukan oleh negara 
adalah perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang berfungsi sebagai motivator dan 
fasilitator guna tercapainya swakarsa dan swadaya masyarakat termasuk dunia usaha. 

Peran lain yang seharusnya dijalankan oleb birokrasi adalah sebagai consensus 
building, yaitu membangun pemufakatan antara negara, sektor swasta dan masyarakat. 
Peran ini harus dijalankan oleh birokrasi mengingat fungsinya sebagai agen pembaharuan 
dan faslitator. Sebagai agen perubahan, birokrasi harus mengambil inisiatif dan 
memelopori suatu kebijakan atau tindakan. 

Sedangkan sebagai fasilitator, Birokrasi harus dapat memfasilitasi kepentingan-
kepentingan yang muncul dari masyarakat, sektor swasta maupun kepentingan negara. 
Selain itu, pemisahan peran yang melekat pada aparatur pemerintah menjadi suatu 
keharusan. Aparatur pemerintah adalah pelayan publik yang harus melayani masyarakat 
apapun latar belakangnya. 

Perbedaan ideologi maupun pilihan potitik tidak boleh menghalangi perannya 
sebagai pelayan masyarakat. 

Dalam rangka optimasi peran birokrasi sebagaimana dikemukakan diatas, 
kebijaksanaan debirokratisasi, deregulasi, dan desentralisasi perlu dilanjutkan dan 
dikawal pelaksanaannya, peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus terus-
menerus ditingkatkan dan diusahakan. 
 
Upaya Reformasi Birokrasi 
 

Reformasi birokrasi menjadi usaha mendesak mengingat implikasinya yang begitu 
luas bagi masyarakat dan negara. Perlu usaha-usaha serius agar pembaharuan birokrasi 



menjadi lancar dan berkelanjutan. Beberapa poin berikut ini adalah langkah-langkah yang 
perlu ditempuh untuk menuju reformasi birokrasi. 
 
Langkah internal: 
 
1. Meluruskan orientasi 

Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada 
kekuasaan. Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena 
reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat. 

2. Memperkuat komitmen 
Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa 
disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah maka reformasi birokrasi akan 
menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan di kalangan 
birokrat perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang 
sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja 
tidak benar. 

3. Membangun kultur baru 
Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur 
kerja berbelit -belit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, 
dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, 
melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya.  

4. Rasionalisasi 
Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan tidak efisien. Rasionalisasi 
kelembagaan dan personalia menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi 
ramping dan lincah dalam menyelesaikan permasalahan serta dalam menyesuaikan 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan 
teknologi informasi. 

5. Memperkuat payung hukum 
Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. Aturan 
hukum yang jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahan- perubahan . 

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 
Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa 
disertai sumber daya manusia yang handal dan profesional. Oleh karena itu untuk 
mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai diperlukan penataan dan 
sistem rekrutmen kepegawaian, sistem penggajian, pelaksanaan pelatihan, dan 
peningkatan kesejahteraan. 

 7. Reformasi birokrasi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan: 
a) Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pembagian sumber daya yang memadai. 

Karena selama ini pendapatan keuangan negara ditarik ke pusat, sekarang sudah 
dimulai dan harus terus dilakukan distribusi lokal. Karena terdapat kesenjangan 



dalam sumber daya lokal, maka power sharing mudah dilakukan tapi reventte 
sharing lebih sulit dilakukan. 

b) Untuk memenuhi otonomi, perlu kesiapan daerah untuk diberdayakan, karena 
banyak urusan negara yang perlu diserahkan ke daerah. Kecenderungan swasta 
berperan sebagai pemain utama, tentu memberi dampak kompetisi berdasarkan 
profesionalitas. 

 
Langkah eksternal: 
 
1. Komitmen dan keteladanan elit politik 

Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar 
negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama. Untuk memutus 
tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat 
dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpin-
pemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan 
adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat. 

2. Pengawasan masyarakat 
Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran 
birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada 
tataran ini masyarakat dapat dilibatkan untuk mengawasi kinerja birokrasi. 

  
Kepemimpinan dan Peluang Reformasi Birokrasi 
 

Patut rnenjadi perhatian semua pihak bahwa birokrasi merupakan kekuatan yang 
besar sekali. Kegiatannya menyentuh hampir setiap kehidupan warga negara. Maka 
kebijakan yang dibuat oleh birokrasi sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Karena warga yang hidup dalam suatu negara terpaksa 
menerima kebijaksanaan yang telah dibuat oleh birokrasi, selain itu memang birokrasi 
merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum 
kepada masyarakat. 

Berkenaan dengan hal tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan, gagalnya upaya 
untuk membenahi birokrasi akan berdampak luas pada nasib rakyat, dan tentu saja 
berdampak pada proses demokratisasi. Nasib rakyat akan semakin terpuruk karena 
kualitas pelayan publik dan tidak berfungsinya pelayanan publik karena akan cenderung 
mendistorsi proses menuju keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

Pemilu 2004 merupakan momentum penting untuk melanjutkan proses reformasi 
birokrasi. Pergantian kepemimpinan sejak masa reformasi tidak berpengaruh pada kinerja 
birokrasi. Reformasi birokrasi sebenarnya sudah dilakukan secara internal. Perubahan 
struktur organisasi dan program kerja sudah dijalankan. Walaupun demikian, kinerjanya 
tetap tidak berubah bahkan cenderung semakin buruk. Kasus-kasus penyalahgunaan 
wewenang semakin meningkat tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif melainkan meluas 
kelembaga legislatif dan yudikatif. Kecenderungan meluasnya kasus-kasus tidak hanya 
terjadi di tingkat pusat, tetapi juga meluas ke daerah. Hal itu bisa dimaklumi karena 



perubahan-perubahan internal itu dilakukan semata-mata hanya berdasarkan keinginan 
sesaat ketika eforia reformasi berlangsung. 

Pergantian kepemimpinan pasca reformasi tidak mengubah perilaku ini, bahkan 
terjadi hal yang sebaliknya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah tidak 
adanya komitmen dan keteladanan dari para pemimpin. Perencanaan dan program 
reformasi sebaik apapun tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada komitmen dan 
keteladanan dari para pemimpin. Oleh karena itu, mau tidak mau pada Pemilu 2004 kita 
harus mendapatkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai komitmen dan keteladanan 
tidak hanya pada proses reformasi birokrasi melainkan pemimpin yang mempunyai 
komitmen dan keteladanan untuk mengubah masa depan bangsa menuju keadaan yang 
lebih baik. 

Hanya para pemimpin berkomitmen dan mampu memberi teladan serta benar-
benar meluhurkan nilai-nilai moral dan akhlak, yang mampu menegakkan supremasi 
hukum dalam era pembangunan nasional berkelanjutan, dalam kerangka dasar 
membangun kembali Indonesia. 
 
Terima kasih, Denpasar 15 Juli 2003 


	Kondisi Birokrasi Indonesia
	Belajar Dari Negeri Lain
	Posisi dan Peran Birokrasi
	Upaya Reformasi Birokrasi
	Kepemimpinan dan Peluang Reformasi Birokrasi

